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PUTUSAN
Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

putusan antara:

XXX, umur 39 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 07 Juli 1981, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat
kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada Nurhayat, S.H.,
Advokat yang berkantor di XXXKabupaten Banyuwangi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17
Desember 2020, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 50 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 20
Februari 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten

Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah

memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2021
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor
0955/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 09 Februari 2021 pada pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tanggal 28 Maret 2016 / 19 JUMADIL TSANI 1437 H, yang tercatat di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA)
XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah
Janda sedangkan Tergugat adalah Duda ;

3. Bahwa setelah akad Nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dirumah kediaman bersama Tergugat selama kurang lebih 6 tahun;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan
Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri,
akan tetapi belum dikaruniai anak/keturunan;

5. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
dalam keadaan rukun dan baik baik saja, akan tetapi sekitar di tahun 2018
ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak
harmonis lagi, percekcokan dan pertengkaran sering terjadi antara
Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena permasalahan ekonomi,
selain itu percekcokan / Pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak senang
kalau Pengugat mendidik anak bawaan Tergugat dengan tegas;

6. Ba
hwa puncaknya, di tahun 2019 Penggugat dan Tergugat terjadi
Percekcokan dan Pertengkaran lagi, dipicu karena permasalahan yang
sama yaitu permasalahan ekonomi, setiap kali Penggugat meminta uang
belanja untuk kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat sering kali tidak
memberi, dan terkadang malah marah-marah kepada Penggugat, karena
Penggugat merasa tidak kuat lagi dengan tigkah laku Tergugat yang seperti
itu, Penggugat memutuskan untuk pergi dan bekerja Ke Luar Negeri dengan
tujuan Singapura dengan harapan bisa merubah keadaan ekonomi rumah
tangga Penggugat dan Tergugat menjadi lebih baik lagi;

7. Ba
hwa setelah Penggugat pergi bekerja ke Luar Negeri dengan tujuan
Singapura, ternyata sifat dan prilaku Tergugat tidaklah berubah, terbukti
Anak serta keluarga Tergugat selama ini selalu saja menggantungkan biaya
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hidup sehari-hari kepada Penggugat, dan Tergugat malah tenang dan
hampir tidak memikirkan kewajibannya sebagai seorang suami atau bapak
dari anak Tergugat, sehingga gaji Penggugat bekerja selama ini di kirim
buat untuk kebutuhan hidup anak dan keluarga Tergugat di Indonesia;

8. Ba
hwa selama ini Penggugat tetap bersabar barangkali Tergugat mau berubah
dan memperbaiki prilaku yang malas menjadi suami yang penuh tanggung
jawab terhadap keluarga, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat sama
sekali tidak berubah, sehingga dengan sipat dan prilaku Tergugat yang
seperti itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
lagi dan atau tidak bisa dipertahankan lagi;

9. Ba
hwa atas peristiwa tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah ranjang dan juga tempat tinggal selama kurang lebih 2 Tahun, dan
selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi
lagi hingga sampai dengan sekarang;

10. Ba
hwa kehidupan harmonis adalah dambaan setiap orang dalam berumah
tangga, seperti halnya Penggugat mendambakan kehidupan perkawinannya
dapat berjalan dengan harmonis, akan tetapi dalam kenyataanya apa yang
didambakan oleh Penggugat hanya dambaan belaka, karena hubungan
perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;

11.Bahwa melihat rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat
sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik

adalah bercerai dengan Tergugat;

12.Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Penggugat
menyampaikan Permohonan Gugatan perceraian kepada yang terhormat Ketua
Pengadilan Agama Banyuwangi untuk berkenan menerima, yang selanjutnya
memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang

amarnya berbunyi :
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PRIMAIR :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( XXX ) terhadap
Penggugat ( XXX )
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;
SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain,, Mohon putusan yang seadil-
adilnya
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan

Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah
pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Fathurrohman

sebagaimana laporan mediator tanggal 07 April 2021 yang menyatakan mediasi
gagal;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup
untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan
jawabannya karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil’kuasanya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan
Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 11 Mei 2021 dan 21 Mei 2021 yang
telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat, Kuasa

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 28
Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen
dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman
di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah bersama selama 6 tahun;

- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2018, antara
Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi kurang mencukupi
kebutuhan nafkah Penggugat;

- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi
bekerja di luar negeri dan meninggalkan tempat kediaman bersama
yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun;

- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
saling berhubungan lagi;

- bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan
keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Penggugat;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah bersama selama 6 tahun;

- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
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- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2018, antara
Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi kurang mencukupi
kebutuhan nafkah Penggugat;

- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi
bekerja di luar negeri dan meninggalkan tempat kediaman bersama
yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun;

- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
saling berhubungan lagi;

- bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan
keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon

putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya
telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya

dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada

pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan
demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR,
juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses
mediasi dengan mediator Fathurrohman, namun berdasarkan laporan mediator

tanggal 07 April 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam
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pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor XXX tanggal 28 Maret 2016, oleh karena itu Penggugat memiliki
kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap

Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
/Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah
bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan
yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 mulai goyah,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah
ekonomi kurang mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat;

2. Penggugat pergi bekerja di luar negeri dan meninggalkan tempat kediaman
bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun dan selama

itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawabannya dikarenakan
Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut hingga perkara ini diputuskan, maka Majelis Hakim beranggapan
bahwa Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak

keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai
pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR
mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan

menentukan;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua saksi yang
telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling

bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai
alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan
didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga
keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Penggugat telah pergi
meninggalkan Tergugat selama 2 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi
lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara
suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsagan ghalizhan) yang
mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta
kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an
Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat
diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya
sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Penggugat telah pergi

meninggalkan Tergugat selama 2 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak
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ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa
kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada
harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat

(bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh

karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah
dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf
¢ Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat
(XXX);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu,
tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442
Hijriyah, oleh kami Dr. H. Akhmad Bisri Mustagim, M.H. sebagai Ketua Majelis,
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Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota
dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Drs. Hafiz, M.H. Dr. H. Akhmad Bisri Mustagim, M.H.
ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumiyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP  Rp520.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
-Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp645.000,00

('enam ratus empat puluh lima ribu rupiah )

HIm.10 dari 11 him. Put.N0.0955/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIm.11 dari 11 him. Put.N0.0955/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



